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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayan
Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

tentang Pedoman Organisasi Dan T
Pelayanan . ¢rizinan Terpadu Di Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
tentang Pedoman Pelayanan Admini
Kecamatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
tentang Pembentukan Produk Hukum
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nc

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan [
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamand
Nomor 2J;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau
2008 tentang Urusan Pemerintahan
Kewenangan Kabupaten Lamandau (L
Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomot

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau
2008 tentang Organisasi Kecamatan D
Wilayah  Kabupaten Lamandau (Le
Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomoi

Peraturan Bupati Lamandau Nomor
Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenang;
Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pem

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG STAND

PERIZINAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

DAN NON PERIZINAN

LAMANDAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.

2.Pe

AN

+ Tahun 2006
: Terpadu Satu

) Tahun 2008
Kerja Unit

4 Tahun 2010
rasi Terpadu

1 Tahun 2014
Daerah (Berita
or 32);

omor 2 Tahun
1angan Daerah
Tahun 2007

rmor 11 Tahun

Yang Menjadi

tbaran Daerah

7 Seri E);

ymor 16 Tahun
Kelurahan Di

yaran  Daerah
2 Seri DJ;

Tahun 2014
Bupati Kepada
ntahan Daerah.

! PELAYANAN
PELAYANAN
I KABUPATEN

:rintah Daerah...
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BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud ditetapkan Standar Pelayanan . ¢rizinan dan Non 1 adala o
pedoman bagi obyek dan subyek pelayanan sehingga dalam pelaks ian pelayanan
dapat berjalan efektif, efisien dan tepat waktu.
Pasal 3
Tujuan penyelenggaraan Standar Pelayanan Perizinan dan Non  rizinan PATEN
adalah untuk;
a. Memberi kepastian hukum dan akses yang lebih luas bagi m yarakat untuk
memperoleh pelayanan;
b. Mewujudkan terselenggaranya pelayanan yang berkualitas.
Pasal 4
Sasaran penyelenggaraan Standar Pelayanan Perizinan dan Non P¢ zinan PATEN;
1. Terwujudnya pelayanan yang cepat, murah, mudah, tr sparan, pasti,
terjangkau dan tepat waktu;
2. Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan.
BAB Il
RUANG LINGKUP
Pasal 5
Ruang lingkup pelayanan adalah semua pelayanan perizinan d . non perizinan
yang didelegasikan/dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.
BAB IV
KOMPONEN STANDAR PELAYANAN
Pasal 6
1) Komponen Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan PA° \;
a. Jenis pelayanan yaitu pelayanan perizinan dan non perizinan yang
dihasilkan/didelegasikan oleh Camat;

b. Dasar Hukum pelayanan yaitu peraturan perundai udangan vyang
menjadikan pedoman atau dasar penyelenggaraan pelayan:

c.Persyaratan...
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21. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan pengetar n kayu dan
sejenisnya klasifikasi kecil;

22. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan warung intern

23. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan jual/beli barang bekas
klasifikasi kecil;

24, Pemberian 1zin gar | usaha/perusahaan bengkel las, besi/terali
klasifikasi kecil;

25. Pemberian izin gangguan usaha jual/beli bunga, tan 1an hias dan
sejenisnya klasifikasi kecil;

26. Pemberian izin gangguan usaha jual/beli hp dan aksesorisr 3

27. Pemberian izin gangguan usaha fotokopi dan alat tulis;

28. Pemberian izin gangguan pasar rakyat dan hiburan rakyat  isifikasi kecil.

29. Pemberian pertimbangan teknis pengajuan ijin untuk us a perdagangan
skala kecamatan;

30. Pemberian pertimbangan teknis pengajuan ijin usaha Industri skala
Kecamatan;

31. Izin warung makan, rumah makan;

32. Izin toko sembako/kelontong.

Jenis Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputj;

1. merekomendasikan riset;

2. merekomendasikan permohonan izin operasional sekolah s ista;

3. merekomendasikan usul rencana pendirian sekolah K, SD, SMP,
SMA/SMK;

4. merekomendasikan izin pendirian pendidikan prasekolah dan pendidikan
dasar yang dilaksanakan oleh masyarakat (swasta);

5. merekomendasikan tempat usaha isi ulang depot air minu  mineral;

6. Merekomendasikan pembentukan kelembagaan P3A {(Per impulan Petani
Pemakai Air);

7. Merekomendasikan pemakaian lahan tanah bekas su ail/irigasi yang
berada dalam wilayah kecamatan,;

8. merekomendastkan pemberian izin mendirikan bangunan > 150 M?;

9. merekomendasikan penetapan lokasi TPA;

10. mereckomendasikan izin lokasi bagi perumahan, ] -kantoran dan
perusahaan;

11. merekomendasikan lokasi pelaksanaan proyek pembangur 1 di kecamatan.

12. pemberian rekomendasi izin kursus/ keterampilan;

13. merekomendasikan izin usaha rental video, VCD, DVD, . ystation, game,
warung internet dan rental komputer;

14. merekomendasikan pemberian surat keterangan domis  Koperasi/UKM
dalam mendirikan Koperasi/UKM;

15. merekomendasikan pendirian koperasi di Kecamatan,;

16. merekomendasikan terhadap pengajuan permodalan ko rasi dan usaha
mikro kecil menengah yang dananya bersumber dari ang ran pendapatan
dan belanja daerah;

17 . memberikan...
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memberikan rekomendasi ijin sementara penyelenggara j atihan/kursus
oleh lembaga pelatihan kerja;

memberikan rekomendasi ijin lembaga bursa kerja swasta;
merekomendasikan ijin menara selular bersama,

merekomendasikan pemberian izin penggunaan spectrum frekwensi radio
untuk televisi dan radio lokal, dengan mengacu alokasi spi rum frekwensi
nasional;

merekomendasikan izin pendaftaran lembaga swadaya 1 syarakat yang
bergerak dalam bidang sosial, organisasi sosial, panti sos . pengumpulan
uang di kecamatan;

merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian peja : kepala desa;
merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian sel taris desa non
PNS;

merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian ang; a BPD;
merekomendasikan dalam rangka usulan pembentukan =sa, kelurahan
dan Kecamatan;

merekomendasikan surat keterangan ahli waris;

merekomendasikan surat keterangan pindah;

merekomendasikan akte kelahiran;

merekomendasikan surat pengantar pengurusan KTP; dan
merekomendasikan surat keterangan kurang mampu,;

merekomendasikan kepada organisasi sosial/panti sosial yang berada di
desa/kelurahan dalam hal pendaftaran baru/ulang;

merekomendasikan ijin pembudidayaan dan pengolahan h 1 perikanan;
merekomendasikan pengendalian lokasi usaha perkebu n, peternakan,
perikanan dan pertanian tanaman pangan,

merekomendasikan pemberian izin pendaftaran usaha nggilingan padi
atau Hueler, Pengolahan hasil pertanian, Peternakan : tyat, Perikanan
rakyat, Kolam pemancingan;

merekomendasikan untuk ijin pengelolaan sarang bur g walet, lebah
madu dan budidaya jamur;

merekomendasikan usaha ketenagalistrikan untuk ke 1tingan sendiri
vang berada di wilayah kecamatan;

pemberian surat keterangan domisili bagi usaha industriy g mengusulkan
modal usaha;

merekomendasikan pemberian penghargaan kepada ser 1an yang telah
berjasa kepada bangsa dan negara skala kecamatan;

merekomendasikan pemberian surat izin tempat usaha > 7 )} M%
merekomendasikan pemberian surat keterangan domis: usaha industri
maupun perdagangan;

merekomendasikan pemberian ijin dan pengawasan usaha pendirian station
bahan bakar minyak.

Uraian komponen Standar Pelayanan Perizinan dan Non Periz in sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), sabagaimana tercantum lam Lampiran [
dan 1l yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati

1ni.

BAB V...
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BAB V
PENANGANAN PENGADUAN
Pasal 7
(1) Kecamatan dapat menyediakan sarana pengaduan 1r
berhubungan dengan jenis pelayanan, baik secara langsung

menggunakan media lain yang pelaksanaannya disesuaikan
setempat,;

(2) Pengaduan masyarakat sebagimana dimaksud pada ayat (1),

lanjuti secara tepat, cepat dan memberikan jawaban serta f
kepada pengadu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja st
pengaduan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

(1) Permbinaan atas penyelenggaraan pelayanan dilakukan seca
berkesinambungan dilingkunagn Kecamatan oleh Bupati |
dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam rang}
dan mempertahankan mutu pelayanan.

(2) Pembinaan sebagimana dimaskud pada ayat (1), meliputi
sistem, sumberdaya manusia, dan jaringan kerja sesuai
dil: sanakan melalui koordinasi antar instansi teknis terk
pelaksana pelayanan.

Pasal 9

Pengawasan terhadap proses palaksanaan penyelenggaraan pel:
oleh aparatur pengawas intern Pemerintah Daerah sesuai dengan

BAB VII
PROSEDUR PENANDATANGANAN
Pasal 10
Prosedur, pengelolaan, pemosesan dan penandatangan kewene

perizinan yang dilimpahkan kepada Camat, dilakukan sesuai
vang berlaku dan ditandatangani atas nama Bupati Lamandau.

.— ,4.‘;,,)

upun deﬁgaﬁ
dengan kondisi

harus ditindak
1yelesaiannnya
k diterimanya

berjenjang ' n
nandau sesuai
meningkatak

pengembangan

butuhan, yang
. serta evaluasi

mnan dilakukan
wenangannya.

ran pada aspek
ngan ketentuan

BAB VII...
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal undangakan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengun gan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupater amandau.

Ditetapkan di Nanga ik
pada tanggal <) - S ley

BUPATI LAMANDAU

€l

}IARUKAN

Diunc
pada -

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

Al

ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2014 NOMOR 7 |
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